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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dari faktor banyaknya masyarakat yang 

memilih helm yang tidak ber-SNI sebagai pelindung kepala saat berkendara 

sepeda motor tanpa memahami pentingnya keselamatan saat berkendara sepeda 

motor. Dengan adanya minat yang tinggi dari masyarakat, membuat pelaku usaha 

banyak memperdagangkan helm yang tidak ber-SNI secara terbuka. Seperti yang 

dilakukan oleh pedagang helm yang berada di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar 

Lampung disana terdapat pedagang helm yang menjual berbagai macam jenis 

helm salah satunya helm yang tidak ber-SNI. Dalam praktik jual beli tersebut 

sangat menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan 

hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik 

penjualan helm yang tidak ber-SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar 

Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

penjualan barang yang tidak Standar Nasional Indonesia pada pedagang helm di 

jln. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik 

penjualan helm yang tidak ber-SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar 

Lampung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum 

positif terhadap penjualan helm yang tidak ber-SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton 

Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data 

primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak distributor 

dan konsumen. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan 

beberapa metode penelitian data yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data 

sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan 

data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada terdapat pada 

perpustakaan. 

Berdasarkan penelitian dilapangan dalam praktik penjualan helm yang ada 

di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung merupakan jual beli yang 

objeknya helm yang tidak ber-SNI. Yang mana penjual mengedar luaskan helm 

yang tidak ber-SNI secara terbuka. Pedagang menawarkan beberapa merk helm 

yang dijual, namun pedagang tidak memaksakan pembeli untuk membeli helm 

yang tidak ber-SNI, pedagang hanya memberikan helm yang pembeli butuhkan. 

Menurut tinjauan hukum Islam dilarang atau tidak diperbolehkan, karena syarat 

jual beli dalam hukum Islam yang tidak sesuai yaitu objeknya dalam jual beli 

haruslah ada manfaatnya yang artinya aman digunakan dan tidak bertentangan 

dengan hukum syar’a. dalam hukum positif pun jual beli seperti ini dilarang, 

karena helm yang tidak ber-SNI tidak boleh diperdagangkan sebab helm adalah 

salah satu benda yang wajib SNI yang sudah di tetapkan oleh Peraturan Mentri 

Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara 

Wajib, UU No. 7 Tahun 20014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah No. 

102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, Serta Undang-Undang No. 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.  







vi 

 

MOTTO 

ٍْ أيَْ   اوِ نتِأَكُْهىُا۟ فرَِيقاً يِّ طِمِ وَتدُْنىُا۟ بِهآَ إنِىَ ٱنْحُكَّ نكَُى بيَُْكَُى بٱِنْبََٰ لِ وَلََ تأَكُْهىُٓا۟ أيَْىََٰ ىََٰ

 ٌَ ى ًُ ثْىِ وَأََتىُْ تعَْهَ  ﴾٨٨٨﴿ٱنَُّاسِ بٱِلِْْ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya 

tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan 

secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul : “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional 

Indonesia,(Studi Kasus Pada Pedagang Helm di jl. Urip Sumoharjo, 

Kedaton Bandar Lampung).Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang 

menjadi objek penelitian.
1
 

2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman 

manusia atas nash al-Qur‟an maupun as-Sunnah untuk mengatur 

kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada 

setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia.
2
Hukum 

Islam juga dapat diartikan sebagai perintah dari Allah Swt,yang 

berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2011), h.1811. 
2
Al-Munawar, Said Agil Husin, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: PT. 

Penamadani, 2005), h.6. 
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yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah, perizinan, 

atau penetapan.
3
 

3. Hukum Positif dalam penelitian ini menggunakan UU No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mentri 

Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Secara 

Wajib, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan PP No. 102 

Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. 

4. Penjualan adalah Persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan 

pembeli dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan 

pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk 

tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati.
4
 

5. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak 

dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan 

oleh konsumen atau pelaku usaha.
5
 

6. Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga 

yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang 

standarisasi yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 10.
6
 

                                                             
3
Alda Kartika Yudha, Hukum Islam dan Hukum Positif,  Perbedaan, Hubungan dan 

Pandangan Ulama, Jurnal Hukum Novelty, (Pascasarjana Universitas Islam Indonesia,vol.8 Nomor 

2/2017), h.159. 
4
Choirul Marom, Sistem Akutansi Perusahaan Dagang, (Jakarta: Penerbit Grasido, 2002), 

Edisi Kedua. h.28. 
5
 UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8  Tentang Perdagangan. 

6
 UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 10  Tentang Perdagangan. 
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Berdasarkan penjelasan judul di atas penulis dapat merumuskan judul skripsi 

yaitu “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang 

Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia” yang difokuskan pada 

pedagang helm yang berada di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung.  

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul 

1. Alasan Subjektif 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan suatu 

praktek muamalah yang berkembanga dan tumbuh dimasyarakat. 

Disamping itu karena terbatasnya pengetahuan sebagai masyarakat 

tentang perdagangan barang yang diwajibkan ber-SNI. 

2. Alasan objektif 

Judul ini cukup menarik untuk diteliti bagi penulis. Disamping itu, judul 

ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, yang diperkuat referensi, surat kabar maupun media 

elektronik. 

C. Latar Belakang Masalah 

Standarisasi dan mutu produk bertujuan untuk mendukung kegiatan 

ekonomi,perlindungan konsumen,keselamatan dan kesehatan. Standar atau 

dalam hal ini Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada dasarnya diterapkan 

secara sukarela. Dalam rangka kepentingan umum, keamanan, keselamatan, 

pelestarian lingkungan hidup serta perkembangan perekonomian nasional 

SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh pemerintah. Pemberlakuan SNI 



4 
 

 
 

secara wajib dilakukan dengan menertibkan regulasi teknis oleh instansi 

pemerintah yang berwenang atau kementrian teknis. Proses dinamika produk 

dan barang dalam konteks arus perdagangan barang antar Negara melibatkan 

sejumlah peraturan dan regulasi yang mengatur hal tersebut.  

Disisi lain penjualan bebas mendorong pergerakan berang dan produk 

yang dikenal dengan istilah neraca perdagangan. Pemberlakuan regulasi 

teknis berbasis SNI salah satunya dilakukan dalam rangka menciptakan iklim 

usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen 

dengan produk yang berkualitas aman. Pemberlakuan wajib suatu standar 

merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan kepentingan 

perdagangannya dalam hal safe guard dan K3L (keamanan, keselamatan, dan 

kesehatan).
7
 Namun kenyataannya di lapangan masih banyak perdagangan 

barang yang tidak sesuai dengan SNI. 

Dalam Pasal 18 ayat 1 PP 102/2000 tentang Standardisasi Nasional 

menegaskan bahwa jika suatu barang atau jasa telah di berlakuan SNI wajib, 

maka pelaku usaha yang barang atau jasanya tidak memenuhi atau tidak 

sesuai dengan SNI wajib maka tidak boleh memproduksi atau mengedarkan 

barang atau jasa tersebut.
8
 

Namun dalam hal ini masih banyak pedagang maupun masyarakat belum 

mengerti sepenuhnya tentang pentingnya Standar Nasional Indonesia pada 

barang-barang tertentu. Seperti halnya pedagang helm yang ada di jln. Urip 

                                                             
7
Endi, Hari Purwanto &Febrian Isharyadi,Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui 

Perdagangan produk,Jurnal Standardisasi, (Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: 

Jakarta,vol.18 Nomor 2/2016), h.116. 
8
PP 102 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 
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Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung. Helm tersebut diperdagangkan tanpa 

adanya lebel SNI yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri 

PerindustrianRepublik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara 

Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
9
 

Hal ini juga di tegaskan di dalam Pasal 106 ayat 8 UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang menegaskan bahwa setiap 

orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib 

mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
10

 Ditinjau 

dari hukum Islam, Pada dasarnya praktek perdagangan itu diperbolehkan 

didalam Islam selama barang yang diperjualkan tidak mengandung unsur 

haram dan melanggar aturan yang berlaku di dalam daerah atau Negara 

tersebut.Namun dilihat dari kasus di atas praktik perdagangan tersebut telah 

melanggar peraturan yang sudah diatur di dalam undang-undang dan 

peraturan pemerintah. 

Helm adalah salah satu barang yang diwajibkan menggunakan standar 

nasional Indonesia. Dalam Islam juga telah memberi petunjuk lengkap 

tentang perdagangan termasuk di dalamnya barang-barang yang tidak boleh 

diperjual belikan. Sebagai pengusaha muslim sudah sepantasnya kita 

mempelajari masalah ini agar terhindar dari perniagaan yang haram dan tidak 

                                                             
9
Peraturan Mentri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 

Tahun 2008 
10

 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009  Pasal 106 ayat 8 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan. 
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di ridhoi oleh Allah swt. Hal ini juga dijelaskan di dalam al-Qur‟an surah An-

Nisa‟ 4:29, sebagai berikut: 

                         

                         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesama mu dengan jalan yang batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh 

dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa 

4: 29) 

      

Sebagai pedagang, apapun jenis dagangannya harus mengikuti aturan yang 

ada, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah. Islam menganjurkan untuk 

taat kepada pemimpin (pemerintah) sebagai firman Allah dalam surat An-

Nisa 4:59 sebagai berikut:  

                   ...... 

Artinya: „‟Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri...” 

Dari permasalahan yang telah ditemukan di atas maka penulis merasa 

perlu untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap penjualan barang tidak sesuai standar nasional Indonesia 

sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang helm di jl. Urip Sumoharjo, 

Kedaton, Bandar Lampung. 
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D. Fokus Penelitian 

 Fokus Penelitian ini memberikan batasan studi pengambilan data sehingga 

peneliti ini akan fokus dalam memahami masalah masalah yang menjadi 

tujuan peneliti. Melalui fokus penelitian ini susatu informasi di lapangan 

dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahannya. Sehingga rumusan 

masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada judul skripsi ini 

adalah“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penjualan Barang 

Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia” yang terjadi di jl. Urip Sumoharjo 

KedatonBandar Lampung. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana Praktik penjualan helm yang tidak ber SNI di jl. Urip 

Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

penjualan barang yang tidak Standar Nasional Indonesia pada pedagang 

helm di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung ? 

F. Tujuan Penelitian  

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan helm yang tidak ber-SNI 

di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum 

positif terhadap penjualan helm yang tidak ber-SNI di jl. Urip Sumoharjo 

Kedaton Bandar Lampung. 

G. Signifikansi Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu 

pengetahuan hukum khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Tentang Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar 

Nasional Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu 

pengetahuan hukum khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Tentang Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar 

Nasional Indonesia. Selain itu untuk Menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen, pemerintah dan pihak-

pihak lain di Indonesia mengenai Perdagangan Barang Yang Tidak 

Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia. Dan hasil penelitian ini 

dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar 

S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. 

Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan, yaitu pada pendagang 

helm di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa yang saat 

ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat. Dan penelitian 

kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur 

sistematik atau cara lain dari kuantitatif.
11

 

3. Data dan Sumber data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau hubungannya dengan objek 

yang diteliti.Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang 

diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.
12

 

 

 

 

                                                             
11

Kartini Katono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

1996), h.8.  
12

Muhamad Pambundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4.   
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b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku 

(kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang 

erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. 

4. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga 

disebut study populasi atau sensus.
13

 Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 23 orang yang terdiri dari 15 penjual dan 8 orang pembeli.  

5. Sampel 

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto apabila subjeknya 

kurang dari 100 maka lebih baik di ambil semua, sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya lebih dari 100 

orang dapat menggunakan sampel, menurutnya sampel diambil antara 

10-15% dari jumlah populasi yang ada. Karena populasi dalam penelitian 

ini kurang dari 100 maka di ambil 14%, jadi sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 165x14% = 23 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik simple random samplingyaitu 

cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan 

acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi 

tersebut. 

 

                                                             
13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102. 
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6. MetodePengumpulan Data, 

Penelitian ini dilakukan dengan cara, sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data, yang digunakan untuk 

menghimpun data, penelitian menggunakan pengamatan dan 

pengindraan.Hal tersebutdilakukan dengan cara, memilih, mencatat, 

dan melakukan-melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan 

susunan yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai 

dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam hal ini peneliti memperoleh 

data, yang diperlukan dengan cara, datang langsung ketempat 

penelitian dan mewawancarai pihak terkait. 

b. Wawancara 

Metode wawancara, adalah teknik pengumpulan data, untuk 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara, 

mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada, pihak yang 

bersangkutan. Praktisnya, penulis menyiapkan daftar pertanyaan 

untuk diajukan secara, langsung kepada, pedagang helm jln. Urip 

Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung. 

7. Teknik Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan data, (editing), Pemeriksaan data, atau editing adalah 

pengecekan atau pengoreksian data, yang telah dikumpulkan, 
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karenakemungkinan data, yang masuk terkumpul itu tidak logis atau 

merugikan.
14

 

b. Penyusunan/Sistematika, Data,,Sistematika, data, ialah suatu cara, 

menempatkan data, menurut kerangka, sistematika, berdasarkan 

urutan. Yakni dengan melakukan pengecekan data-data, atau bahan-

bahan yang telah diperoleh secara, sistematis.
15

 

8. Analisis Data, 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data 

kualitatif dengan metode berfikir induktif. Analisis data, kualitatif 

merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja menggunakan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode induktif adalah 

metode analisis data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat 

khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
16

 Dengan metode 

induktif ini penelitian menangkap fenomena-fenomena melalui 

pengamatanlapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya 

melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.  

                                                             
14

 Susia,diA,. S., Metodologi Penelitia,n, (La,mpung: Penerbit Fa,kulta,s Sya,ria,h IAIN 

Ra,den Inta,n La,mpung, 2014), h. 57. 
15A,bdul Ka,dir Muha,ma,d, Hukum da,n Penelitia,n, (Ba,ndung:Citra,a,tya, Bha,kti, 2010), 

h. 126.  
16

Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 66  



BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Jual Beli Dalam Hukum Islam 

a. Pengertian Jual Beli 

Jual beli atau perdagangan menurut etimologi berarti menjualatau 

mengganti. Sedangkan secara terminologi jual beli yaitu sebagai 

berikut: 

Sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, menurut Sayid Sabiq jual 

beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau 

memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan 

prinsip tidak melanggar syariah.
1
 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kata al-ba‟i dalam 

bahasa Arab terkadangdigunakan untuk pengertian lawannya, yaitu 

kata alsyira‟(beli). Dengan demikian, kata al-ba‟i berarti jual, tetapi 

sekaligus juga berarti beli.
2
 Jual beli dapat dipahami bahwa jual beli 

tersebut menekankan pada tukar menukar harta dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi 

pada situasi-situasi tertentu hukumnya boleh berubah menjadi wajib. 

                                                             
1
 Mardani, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 52 

2
 Abdul Rahman Ghazaly, et.al, Fiqh Muamalah, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), h. 67 
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Sebagamana yang dikutip oleh Nasrun Haroen memberikan 

contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga 

stok hilang dari pasar danharga melonjak naik).
3
 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama umat manusia dan salah 

satu aktifitas ekonomi mempunyai landasan al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah SAW, serta pendapat ulama, sebagai berikut: 

1) Al-Qur’an 

Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama 

dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam 

kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam al-

Qur’an yaitu dalam surat Al-Baqarah 2:275yang berbunyi: 

               

                       

                          

                        

                    

 
Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

                                                             
3
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013), h. 114 
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orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.s. Al-Baqarah 2:275). 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan 

tindakan atau transaksi yang telah di syari’atkan, dalam arti 

telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah 

boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia 

dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam 

melakukan transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat 

manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang 

dengan jalan yang bathil).Dan Allah juga menegaskan dalam 

surat An-Nisa 4:29 yang berbunyi: 

                      

                  

            

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 

(Q.s.An-Nisa 4:29) 

 

Bersumber dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Allah 

telah melarang orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk 

memakan harta yang bathil karena perbuatan itu melanggar 
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ketentuan syara’ dan dapat merugikan orang lain. Kemudian 

Allah telah menghalalkan perniagaan yang sesuai dengan 

ketentuan ketentuan syara’ yang dilandasi dengan keridhoan 

keduabelah pihak yang melakukan akad. 

2) Al-Hadist 

Al-Hadist adalah sumber kedua yang merupakan pedoman 

dalam mengistibatkan suatu hukum. Adapun hadis yang 

smenggunakan jual beli antara lain:  

Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:  

عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ  :سُئِلَ النَّبُِّ صَلَّى الله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ 
رُوْرٍ   رواه االبزار والحاكم –وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ

 

Artinya: Nabi saw pernah ditanya: Usaha (pekerjaan/profesi) 

apakah yang paling baik (paling ideal)? maka beliau menjawab: 

pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual 

beli yang baik. (HR.Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut 

Makim).
4
 

 

Berdasarkan keterangn di atas maka dapat dipahami bahwa 

jual beli sudah dilakukan sejak zaman nabi, dan nabi sendiri 

telah melihat langsung dalam jual beli tersebut. Dalam hal ini 

dengan tidak mengikuti ketentuan hukum islam tidak 

diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan 

kecurangan serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau 

pedagang tersebut.  

                                                             
 4

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, penerjemah 

Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303. 
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Seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang 

dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu 

bank yang berhubung dengan pihak penjual dan pembeli 

mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang 

ditentukan.  

3) Ijma’ 

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara 

umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW 

atau hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus. 

Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah fiqh yang 

dikemukakan oleh Madzhab Syafi’i yang berbunyi: 

.لتَّحْريميدَُ لَّ ا لدَّ ليِْلُ عَلَی ا ا لا صْلُ فِی لاا شْيَا ءِ ا لا باَ حَتُ حَتَّی
5

 

Artinya: Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, 

sehingga ada dalil yang mengharamkannya. 

 

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahid diantara 

umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah 

SAW. atas hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus.
6
 

Sebagaimana yang telahdigariskan oleh prinsip muamalah 

yaitu:
7
 

 

                                                             
5
 Abdul Mujid, Al-Qowa-„idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, (Jakarta: 

Kalam Mulia, 2001), h. 25. 
6
 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), (Terj.), Noer 

Iskandar Al-Barsany dan Moh. TolehahMansoer, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1993), h. 64. 
7
 Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta :Rajawali Press, 2007), h. 144 
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a) Prinsip kerelaan 

b) Prinsip bermanfaat 

c) Prinsip tolong menolong 

d) Prinsip tidak terlarang. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami 

bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum 

Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal 

penipuan dankecurangan serta saling menjatuhkan dan dalam 

usaha jual beli atau perdagangan tersebut sepertihalnya 

transaksi jual beli barang dan pedagang yangdalam hal ini 

tidak dapat dilaksanakan sesuai denganperjanjian yang telah 

disepakati karena terjadinyalikuidasi terhadap suatu bank yang 

berhubunganpada pihak penjual dan pembeli mengenai uang 

yangharus diterima pada waktu yang ditentukan. 

b. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harusdipenuhi, 

sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah olehsyara’. Dalam 

menentukan rukun jual beli terdapatperbedaan pendapat ulama 

Hanafiyah dengan jumhurulama. Rukun jual beli menurut ulama 

Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab qabul, ijab adalah 

ungkapanmembeli dari pembeli, dan qabul yang 

menunjukkanpertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan 
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maupun perbuatan.
8
 Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual 

beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi 

jual beli.  

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang 

sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi 

yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang 

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi 

jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau 

melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.
9
 Akan tetapi 

jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: 

a) Ada orang yang melakukan akad atau almuta’aqidain (penjual dan 

pembeli), 

b) Adanya shigat (lafal ijab dan qabul), 

c) Ada barang yang diperjual belikan, 

d) Ada nilai tukar pengganti barang. 

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli 

yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:
10

 

Syarat Jual Beli 

1. Tentang Subjeknya 

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual 

belitersebut harus memenuhi syarat diantaranya:
11

 

                                                             
8
 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), h. 75-76. 

9
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah……,  h. 7. 

10
Ibid., h. 115  

11
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279. 
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a. Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang 

terbaikbagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal 

maka jual beliyang diadakan tidak sah. 

b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) yaitu bahwa 

dalamperbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak 

melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, 

sehingga pihak laintersebut melakukan jual beli bukan lagi 

disebabkan atas kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya 

unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar 

kehendaknya sendiri adalah tidak sah. 

c. Keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan 

diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang 

boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum 

dikategorikansebagai orang yang tidak cakap bertindak, 

maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu 

perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu 

menyangkut kepentingannya sendiri. 

d. Baligh yaitu para pihak transaksi jual beli sudah dapat 

membedakanmana yang baik dan mana yang buruk, agar pada 

saat terjadinya transaksi jual beli tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak- 

anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, 

menurut sebagian ulama, mereka dapat diperbolehkan, sudah 
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tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam 

tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan 

kepada pemeluknya. 

2. Tentang Objeknya 

Benda yang dapat dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat 

diantaranya: 

a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

Misalnya, disebuah toko karena tidak mungkin memajang 

barang dagangan semuanya maka sebagian diletakan digudang 

atau dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh 

dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. 

Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan 

barang yang ada. 

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab 

itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual 

beli, karena dalam pandangan syara’ benda-benda seperti itu 

tidak bermanfaat bagi muslim.  

c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki 

seseorang tidak boleh diperjual belikan, misalnya ikan didalam 

laut atau emas didalam tanah karena ikan dan emas itu belum 

dimiliki penjual.  
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d. Boleh diserah terimakan saat akad berlangsung, atau pada 

waktu yang disepakati bersama kita transaksi berlangsung.  

Tentang Lafaz (Ijab Qabul) jual beli 

Lafaz (Ijab Qabul) jual beli yaitu suatu pernyataan atau perkataan 

kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran 

kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Ijab Qabul 

adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu 

keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga 

terhindar ataukeluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan 

syara‟. Oleh karena itu,dalam Islam tidak semua kesepakatan atau 

perjanjian dapatdikategorikan sebagai akad, kesepakatan yang 

tidak didasarkan padakeridhaan dan syariat Islam. Dalam Ijab 

Qabul ada syarat- syarat yang harus diperlukan antara lain:
12

 

a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli yaitu 

pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya 

dan sebaliknya. 

b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. 

c. Ijab dan Qabul harus jelas dan lengkap yaitu pernyataan ijab 

danqabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak 

menimbulkan pemahaman lain.Ijab dan qabul harus diterima 

oleh kedua belah pihak. 

                                                             
12

Rahmat Syafe‟i…..h. 45. 
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Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syaratdan 

rukun jual beli, yaitu:
13

 

a) Jual beli sah dan halal 

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual 

beliadalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah 

jualbeli yang halal.Inilah hukum asal bagi jual beli. 

b) Jual beli sah tetapi haram 

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. 

Sepertijual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, 

jual belidengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual 

belidengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, 

dan lainsebagainya. 

c) Jual beli tidak sah dan haram 

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara‟. 

Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah 

yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli 

binatang dalam dan lain sebagainya. 

d) Jual beli sah dan disunnahkan 

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan 

beban orang lain. 

 

 

                                                             
13

Djafar Amir, Ilmu fiqih, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161. 
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e) Jual beli sah dan wajib 

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal 

untuk membayar hutangnya. 

d. Prinsip-Prinsip Jual Beli 

Prinsip jual beli dapat dirumuskan sebagai berikut:
14

 

1. Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah, kecualin 

yang ditentukan lainoleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul 

2. Jual beli dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengundang 

unsur-unsur paksaan. 

3. Jual beli atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menhindari madarat dalam hidup masyarakat.  

4. Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, 

menghindari unsur-unsur perniagaan dan unsur-unsur 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan.  

e. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 

hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah 

menurut syara‟ dan jual beli yang batal menurut syara‟. 

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek 

transaksinya secara umum dibagi menjadi empat :
15

 

 

 

                                                             
14

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 

15-16 
15

Dimyauddin Djuwaini, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 102  
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1) Jual beli Salam (pesanan) 

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan,yakni jual 

beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka 

kemudian barangnya diantar belakangan. 

2) Jual beli Muqoyadhah (barter) 

Jual beli muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar 

barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 

3) Jual beli Muthlaq 

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu 

yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang. 

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar 

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jualbeli 

barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, 

seperti uang perak dengan uang emas. 

f. Jual Beli Yang Terlarang Tetapi Sah Dalam Hukum Islam 

Jual beli yang terlarang tetapi sah itu ada tujuh yaitu:
16

 

1) Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli suatu barang 

dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia 

tidak berniat terhadap barang tersebut.  

2) Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat jum’at 

3) Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual 

barang yang masih dalam tawaran orang lain.  

                                                             
16

Labib Mz, Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama‟ah, (Surabaya: 

Bintang Usaha Jaya, 2006), h.726  
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4) Jual beli yang dilakukan dengan cara menghentikan orang-

orang desa yang sedang membawa barang dagangannya ke 

pasar dan membeli barang-barang itu dengan harga murah 

sebelum orang-orang tersebut mengetahui berapa harga 

barang itu sebenarnya di pasar. 

5) Jual beli yang dilakukan dengan cara menimbun barang dan 

nanti apabila masyarakat umum sangat membutuhkan maka 

barang itu dikeluarkan dan dijual dengan harga yang sangat 

mahal. 

6) Jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang yang 

berguna tetapi dipakai untuk melakukan kemaksiatan. 

7) Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu baik dari pihak 

penjual maupun pembeli, dan dalam keadaan ukuran 

barangnya. 

g. Etika Dalam Jual Beli 

Seba,ga,ima,na, ya,ng dikutip oleh Dede Nurohma ,n, 

mengungka,pka,n ba,hwa, etika, da,la,m jua,l beli ditera ,pka,n denga,n 

menga,cu pa,da, tiga, kera,ngka, pokok ya,itu, kebeba,sa,n 

berekonomi, kea,dila,n da,n perila,ku ya,ng diperinta,hka,n da,n 

dipuji.  

1) Kebeba,sa,n Berekonomi 

Seseora,ng a,ta,u kelompok memiliki kewena ,nga,n a,bsolut 

da,la,m mela,kuka,n jua,l beli. Mereka, berha,k memperjua,l 
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belika,n ha,rta, da,n keka,ya,a,n ta,npa, a,da, pema,ksa,a,n da,ri ora,ng 

la,in. Penga,kua,n Isla,m terha,da,p ha,k-ha,k individu da,n 

kelompok da,la,m mema,nfa,a,tka,n ha,rta,nya, sa,ma, bija,knya, 

da,la,m ha,l kepemilika,n seseora,ng da,n kelompok.
17

 

2) Kea,dila,n  

Kea,dila,n merupa,ka,n inti da,ri a,ja,ra,n Isla,m. Kea,dila,n 

tersebut tida,k ha,nya, untuk uma,t Isla,m teta,pi juga, untuk 

semua, ma,nusia,. A,ja,ra,n Isla,m ta,nta,ng kea,dila,n da,la,m jua,l 

beli dikelompoka ,n da,la,m dua, dimensi ya,itu, perinta,h da,n 

perlindunga,n. Perta,ma,, dimensi perinta ,h menga,ndung 

rekomenda,si-rekomenda,si perbua,ta,n seperti pemenuha ,n ja,nji 

da,la,m kontra,k, keha,ti-ha,tia,n da,la,m menimba,ng, bersika,p 

tulus, hema,t da,n bija,ksa,na,. Kedua,, dimensi perlindunga ,n 

diwujudka,n denga,n perinta,h da,la,m setia,p jua,l beli teruta,ma, 

ya,ng bersifa,t tida,k tuna,i.
18

 

3) Perila,ku ya,ng diperinta,hka,n da,n dipuji 

A,l-Qura,n da,la,m sunna,h tela,h menga,ja,rka,n budi pekerti. 

Pela,ku bisnis muslim dituntut untuk menga ,ra,hka,n bisnisnya, 

menurut ta,ta, ka,rma, ya,ng berorienta ,si pa,da, tiga, sifa,t ya,ng 

uta,ma,, ya,itu lema,h lembut, nia,t, penga,bdia,n da,n inga,t 

A,lla,h. A,l-Qur’a,n da,n a,l-Ha,dist memberika ,n sinya,l kepa,da, 

                                                             
17

 Dede Nurohma,n, Mema,ha,mi Da,sa,r-Da,sa,r Ekonomi Isla,m, (Yogya,ka,rta,: Tera,s, 

2011), h. 63  
18

Ibid, h. 64 
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kita, a,ga,r kita, menja,la,nka,n etika, ya,ng berka,ita,n denga,n etika, 

penjua,la,n da,n pembelia,n ya,ng kesemua,nya, itu dila,kuka,n 

denga,n ca,ra,-ca,ra, kebija,ka,n.
19

 

2. Jua,l Beli Da,la,m Hukum Positif 

a. Pengertia,n Jua,l Beli 

Pengertia,n jua,l beli da,la,m hukum perlindunga,n konsumen 

sendiri tida ,k dijela,ska,n seca,ra, la,ngsung. Da,la,m seja ,ra,hnya,, 

perlindunga,n konsumen perna,h seca,ra, prinsipa,l menga,nut a,sa,s 

the privity of contra ,ct. A,rtinya,, pela,ku usa,ha, ha,nya, da,pa,t 

diminta,ka,n perta,nggung ja,wa,ba,n hukumnya, sepa,nja,ng a,da, 

hubunga,n konta,ktua,l a,nta,ra, dirinya, da,n konsumen. Oleh ka ,rena, 

itu, a,da, pa,nda,nga,n ba,hwa, hukum perlindunga ,n konsumen 

berkolera,si era,t denga,n hukum perika,ta,n, khususnya, perika,ta,n 

perda,ta,.
20

 

Seba,ga,ima,na, da,la,m hukum perlindunga ,n konsumen, terda ,pa,t 

a,spek hukum ya,ng menga,turnya, seperti sa,la,h sa,tunya, ya,itu 

hukum perda,ta,. Istila,h perja,njia,n jua,l beli bera,sa,l da,ri 

terjema,ha,n ca,ntra,ct of sa,le.  Pengertia,n jua,l beli menurut Pa,sa,l 

1457 KUHPerda,ta, a,da,la,h sua,tu perja,njia,n denga,n ma,na, piha,k 
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Ibid, h. 65 
20

 Shida,rta,, Hukum Perlindunga,n Konsumen Di Indonesia,, (Ja,ka,rta,: PT Gra,sindo, 

2006), h. 13. 
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ya,ng sa,tu memika,tka,n dirinya,untuk menyera ,hka,n sua,tu benda, 

da,n piha,k la,in memba,ya,r ha,rga, ya,ng tela,h dija,njika,n.
21

 

Sa,lim mendefinisika,n perja,njia,n jua,l beli da,la,m bukunya, ya,itu 

seba,ga,i sua,tu perja ,njia,n ya,ng dibua,t a,nta,ra, piha,k penjua,l da,n 

pembeli. Di da,la,m perja,njia,n itu piha,k penjua,l berkewa,jiba,n 

untuk menyera ,hka,n objek jua,l beli kepa ,da, pembeli da,n berha,k 

menerima, ha,rga, da,n pembeli berkewa ,jiba,n untuk memba ,ya,r 

ha,rga, da,n berha,k menerima, objek tersebut. Sehingga, unsur-unsur 

ya,ng terca,ntum da,la,m definisi tersebut a,da,la,h:
22

 

1) A,da,nya, subjek hukum, ya,itu penjua,l da,n pembeli. 

2) A,da,nya, kesepa,ka,ta,n a,nta,ra, penjua,l da,n pembeli tenta,ng 

ba,ra,ng da,n ha,rga,. 

3) A,da,nya, ha,k da,n kewa,jiba,n ya,ng timbul a,nta,ra, piha,k penjua,l 

da,n pembeli. 

b. Sya,ra,t-Sya,ra,t Jua,l-Beli 

Seba,ga,ima,na, ya,ng diura,ika,n da,la,m definisinya ,, da,pa,t 

diketa,hui ba,hwa, jua,l beli merupa ,ka,n sa,la,h sa,tu bentuk da ,ri 

perja,njia,n. Sya,ra,t-sya,ra,t sa,hnya, sua,tu perja,njia,n terca,ntum pa,da, 

Kita,b Unda,ng-Unda,ng Hukum Perda ,ta, da,la,m pa,sa,l 1320, ya,itu 

seba,ga,i berikut:
23

 

1) Sepa,ka,t mereka, ya,ng mengika,tka,n dirinya,. 
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Perja,njia,nJua,l Beli, mela,lui https://la,wyersinba,li.wordpress.com/2020/03/31/ 

perja,njia,n-jua,l-beli, dia,kses pa,da, ta,ngga,l 21 A,pril 2020.  
22

Ibid, h. 49 
23

 R. Subekti da,n R. Tjitrosudibio, Kita,b Unda,ng-Unda,ngHukum Perda,ta,, (Ja,ka,rta,: 

Pra,dnya, Pa,ra,mita,, 2003, h. 339 

https://la,wyersinba,li.wordpress.com/2020/03/31/%20perja,njia,n-jua,l-beli
https://la,wyersinba,li.wordpress.com/2020/03/31/%20perja,njia,n-jua,l-beli
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2) Keca,ka,pa,n untuk membua ,t sua,tu perika,ta,n. 

3) Sua,tu ha,l tertentu. 

4) Sua,tu seba,b ya,ng ha,la,l. 

     Dua, sya,ra,t ya,ng perta,ma,, dina,ma,ka,n sya,ra,t-sya,ra,t subyektif, 

ka,rena, mengena,i ora,ng-ora,ngnya, a,ta,u subyeknya, ya,ng 

menga,da,ka,n perja,njia,n, seda,ngka,n dua, sya,ra,t tera,khir 

dina,ma,ka,n sya,ra,t-sya,ra,t obyektif ka ,rena, mengena,i 

perja,njia,nnya, sendiri a ,ta,u obyek da,ri perbua,ta,n hukum ya,ng 

dila,kuka,n itu. Denga ,n sepa,ka,t a,ta,u juga, dina,ma,ka,n perizina,n, 

dima,ksudka,n ba,hwa, kedua, subyek ya,ng menga,da,ka,n perja,njia,n 

itu ha,rus bersepa,ka,t, setuju mengena ,i ha,l-ha,l ya,ng pokok da,ri 

perja,njia,n ya,ng dia,da,ka,n itu.  

Ora,ng ya,ng membua ,t sua,tu perja,njia,n ha,rus ca,ka,p menurut 

hukum. Pa,da, a,sa,snya,, setia,p ora,ng ya,ng suda,h dewa,sa, a,ta,u a,kil 

ba,liq da,n seha,t pikira,nnya, a,da,la,h ca,ka,p menurut hukum.
24

 

Seba,ga,i sya,ra,t ya,ng ketiga, disebutka,n ba,hwa, sua,tu perja,njia,n 

ha,rus mengena,i sua,tu ha,l tertentu, a ,rtinya, a,pa, ya,ng 

diperja,njika,n ha,k-ha,k da,n kewa,jiba,n kedua, bela,h piha,k jika, 

timbul sua ,tu perselisiha,n. Ba,ra,ng ya,ng dima,ksudka,n da,la,m 

perja,njia,n pa,ling sedikit ha,rus ditentuka,n jenisnya ,. A,khirnya, 

oleh pa,sa,l 1320 KUH Perda ,ta, tersebut di a ,ta,s, diteta,pka,n 
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seba,ga,i sya,ra,t keempa ,t untuk sua,tu perja,njia,n ya,ng sa,h a,da,nya, 

sua,tu seba,b ya,ng ha,la,l.  

Denga,n seba,b (ba,ha,sa, Bela,nda,oorza,a,k, ba,ha,sa, La,tin ca,usa,) 

ini dima,ksudka,n tia,da, la,in pa,da, isi perja,njia,n. Hukum pa,da, 

a,sa,snya, tida,k menghira ,uka,n a,pa, ya,ng bera,da, da,la,m ga,ga,sa,n 

seora,ng a,ta,u a,pa, ya,ng dicita ,-cita,ka,n seora,ng, ya,ng diperha ,tika,n 

oleh hukum a ,ta,u undna,g-unda,ngg ha,nya,la,h tinda,ka,n ora,ng-

ora,ng da,la,m ma,sya,ra,ka,t. Ja,di, ya,ng dima,ksud denga,n seba,b 

a,ta,u ca,usa,da,ri sua,tu perja,njia,n a,da,la,h isi perja,njia,n itu sendiri 

seperti ha ,lnya, da,la,m perja,njia,n jua,l beli isinya , a,da,la,h piha,k 

sa,tu menghenda,ki ua,ng.
25

 

A,da,pun ya,ng merupa,ka,n konsekuensi da,ri tida,k terpenuhinya, 

sa,tu a,ta,u lebih da,ri sya,ra,t sa,hnya, perja,njia,n seba,ga,i berikut:
26

 

a) Ba,ta,l demi hukum (nietig, null a,nd void).  

Da,la,m ha,l ini, ka ,pa,n pun perja,njia,n tersebut dia ,ngga,p tida,k 

perna,h sa,h da,n dia,ngga,p tida,k perna,h a,da,, da,la,m ha,l ini jika , 

tida,k terpenuhi sya ,ra,t objektif da ,la,m pa,sa,l 1320 KUH 

Perda,ta, Indonesia, ya,ng suda,h disebutka,n sebelumnya ,. 

b) Da,pa,t diba,ta,lka,n (vernietigerba,a,r, voida,ble).  

Da,la,m ha,l ini, perja,njia,n tersebut ba ,ru dia,ngga,p tida,k sa,h, 

jika, perja,njia,n tersebut diba ,ta,lka,n oleh ya ,ng berkepentinga ,n, 
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da,la,m ha,l ini jika, tida,k terpenuhinya , sya,ra,t subjektif da,la,m 

pa,sa,l 1320 KUH Perda ,ta, Indonesia, ya,ng suda,h disebutka,n 

sebelumnya,. 

c) Perja,njia,n tida,k da,pa,t dila,ksa,na,ka,n (unenforcea,ble). Da,la,m 

ha,l ini, merupa ,ka,n perja,njia,n ya,ng tida,k dila,ksa,na,ka,n 

a,da,la,h jika, perja,njia,n tersebut tida ,k begitu sa,ja, ba,ta,l, teta,pi 

juga, tida,k da,pa,t dila,ksa,na,ka,n, teta,pi perja,njia,n tersebut 

ma,sih mempunya ,i sta,tus hukum tertentu. 

d) Dikena,ka,n sa,nksi a,dministra,tif.  

Da,la,m ha,l ini, a,da, sya,ra,t da,la,m perja,njia,n, ya,ng a,pa,bila, 

sya,ra,t tersebut tida,k dipenuhi tida ,k menga,kiba,tka,n ba,ta,lnya, 

perja,njia,n tersebut, mela,inka,n ha,nya, menga,kiba,tka,n sa,la,h 

sa,tu piha,k a,ta,u kedua, bela,h piha,k terkena, sema,ca,m sa,nksi 

a,dministra,tif.  

c. Ha,k da,n Kewa,jiba,n Penjua,l da,n Pembeli Menurut Hukum 

Perda,ta,.  

Jua,l beli a,da,la,h sua,tu perja,njia,n denga,n ma,na, piha,k ya,ng 

sa,tu mengika,t dirinya, untuk menyera ,hka,n ha,k milik a ,ta,s sua,tu 

ba,ra,ng da,n piha,k ya,ng la,in untuk memba ,ya,r ha,rga, ya,ng tela,h 

dija,njika,n. Ya,ng dija,njika,n oleh piha ,k ya,ng sa,tu (piha,k 

penjua,l), menyera ,hka,n a,ta,u meminda ,hka,n ha,k miliknya , a,ta,s 

ba,ra,ng ya,ng dita ,wa,rka,n, seda,ngka,n ya,ng dija,njika,n oleh piha,k 

ya,ng la,in, memba,ya,r ha,rga, ya,ng tela,h disetujuinya ,. Ya,ng ha,rus 
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disera,hka,noleh penjua,l kepa,da, pembeli a ,da,la,h ha,k milik a,ta,s 

ba,ra,ngnya,, ja,di buka,n sekeda,r kekua,sa,a,n a,ta,s ba,ra,ng ta,di.
27

 

Si penjua,l diwa,jibka,n menya,ta,ka,n denga,n tega,s untuk a ,pa, ia, 

menya,ta,ka,n denga,n tega,s untuk a,pa, ia, mengika ,tka,n dirinya,, 

sega,la, ja,nji ya,ng tida,k tera,ng da,n da,pa,t diberika,n berba,ga,i 

pengertia,n, ha,rus dita,fsirka,n untuk kerugia,n. Ia, mempunya,i dua, 

kewa,jiba,n uta,ma,, ya,itu menyera ,hka,n ba,ra,ngnya, da,n 

mena,nggungnya,.
28

 

Kewa,jiba,n uta,ma, si pembeli ia,la,h memba,ya,r ha,rga, 

pembelia,n, pa,da, wa,ktu da,n di tempa ,t seba,ga,ima,na, diteta,pka,n 

menurut perja,njia,n. Jika, pa,da, wa,ktu membua,t perja,njia,n tida,k 

diteta,pka,n tenta,ng itu, si pembeli ha ,rus memba,ya,r ditempa,t da,n 

pa,da, wa,ktu dima,na, penyera,ha,n ha,rus dila,kuka,n sesua,i denga,n 

kesepa,ka,ta,n.
29

 

d. Ha,k Pembeli Da,n Kewa,jiba,n Pembeli 

Ha,k da,ri pembeli a,da,la,h menerima, ba,ra,ng ya,ng tela ,h dibelinya, 

ba,ik seca,ra, nya,ta, ma,upun seca,ra, yuridis, seda,ngka,n kewa,jiba,n 

uta,ma, pembeli ia,la,h memba,ya,r ha,rga, pembelia,n pa,da, wa,ktu 

da,n tempa,t seba,ga,ima,na, diteta,pka,nnya, menurut perja,njia,n. 
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3.   Sta,nda,risa,si Ba,ra,ng 

a. Penera,pa,n Sta,nda,risa,si Ba,ra,ng Berda,sa,rka,n Hukum Positif  

Da,la,m penera,pa,nnya,, hukum memerluka ,n sua,tu kekua,sa,a,n untuk 

mendukungnya,. Pela,ksa,na,a,n demokra,si ekonomi ya ,ng dila ,kuka,n mela,lui 

kegia,ta,n perda,ga,nga,n merupa,ka,n penggera,k uta,ma, da,la,m pemba,nguna,n 

perekonomia,n na,siona,l ya,ng da,pa,t memberika,n da,ya, dukung da,la,m 

meningka,tka,n produksi da,n mera,ta,ka,n penda,pa,ta,n serta, memperkua,t 

da,ya, sa,ing produk da,la,m Negeri.
30

 Pera,tura,n pemerinta,h RI No. 102 

Ta,hun 2000 tenta ,ng Sta,nda,risa,si Na,siona,l Indonesia, menjela,ska,n 

ba,ha,wa, tujua,n penera,pa,n SNI a,da,la,h:
31

 

1) Ba,hwa, da,la,m ra,ngka, mendukung peningka ,ta,n produktivita,s, da,ya, 

guna, produksi, mutu ba ,ra,ng, ja,sa,, proses, system da ,n a,ta,u personel, 

ya,ng dima,ksudka,n untuk meningka ,tka,n da,ya, sa,ing, perlindunga ,n 

konsumen, tena,ga, kerja, da,n ma,sya,ra,ka,t khususnya, dibida,ng 

kesela,ma,ta,n, kea,ma,na,n, keseha,ta,n, da,n lingkunga,n hidup, ma,ka, 

efektifita,s penga,tura,n dibida,ng sta,nda,risa,si perlu lebih ditingka ,tka,n. 

2) Ba,hwa, Indonesia, tela,h ikut serta, da,la,m persetujua,n pembentuka,n 

Orga,nisa,si Perda,ga,nga,n Dunia, ya,ng dida,la,mnya, menga,tur ma,sa,la,h 

sta,nda,risa,si berla,njut denga ,n kewa,jiba,n untuk menyesua ,ika,n 

pera,tura,n perunda,ng-unda,nga,n na,siona,l dibida,ng sta,nda,risa,si. Pa,da, 

prinsipnya, tujua,n da,ri sta,nda,risa,si na,siona,l a,da,la,h: 
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 Lili Ra,sjidi, Da,sa,r-Da,sa,r Filsa,fa,t da,n Teori Hukum, (PT. Citra,A,ditya, Ba,kti: 

2012), h. 75 
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a. Menja,ga, keseha,ta,n ma,upun kelesta,ria,n fungsi lingkunga ,n hidup. 

b. Meningka,tka,n perlindunga,n kepa,da, konsumen, pela,ku usa,ha,, 

tena,ga, kerja, da,n ma,sya,ra,ka,t la,innya, ba,ik untuk kesela ,ma,ta,n, 

kea,ma,na,n Memba,ntu kela,nca,ra,n perda,ga,nga,n. 

c. Mewujudka,n persa,inga,n usa,ha, ya,ng seha,t da,la,m perda,ga,nga,n. 

Penera,pa,n Sta,nda,risa,si Ba,ra,ng mela,lui SNI tida ,k ha,nya, da,ri segi 

pera,tura,n sa,ja, mela,inka,n subjek hukum terka,it da,la,m penera,pa,n sua,tu 

a,tura,n juga, merupa,ka,n ha,l terpenting. Penga ,tura,n mengena,i SNI suda,h 

terbentuk da,n seha,rusnya, suda,h da,pa,t ditera,pka,n seba,ga,ima,na, pera,tura,n 

itu dibua,t. Penga,tura,n mengena ,i ba,ra,ng ya,ng wa,jib SNI suda ,h jela,s 

terbentuk. Na,mun da,la,m pra,kteknya, belum seluruh unsur terka ,it da,la,m 

penera,pa,n SNI wa,jib mela ,ksa,na,ka,n a,pa, ya,ng termua,t da,la,m penga,tura,n 

tersebut. 

b. Upa,ya, Penega,ka,n Hukum Sta,nda,risa,si Ba,ra,ng Da,la,m Menja,min 

Kepa,stia,n Hukum. 

Penega,ka,n hukum buka ,n sema,ta,-ma,ta, pela,ksa,na,a,n sua,tu perunda,ng-

unda,nga,n. Ma,sa,la,h pokok penega ,k hukum sebena ,rnya, terleta,k pa,da, 

fa,ctor-fa,ktor ya,ng mempenga ,ruhinya,. Fa,ktor-fa,ktor tersebut mempunya ,i 

a,rti ya,ng netra,l, sehingga, da,mpa,k positif da,n nega,tifnya, terleta,k pa,da, 

fa,ctor-fa,ktor tersebut. Denga ,n dibua,tnya, UU No. 7 ta,hun 2014 tenta,ng 

Perda,ga,nga,n ya,ng mempunya ,i sua,tu tujua,n. Tujua,n umumnya, ia,la,h 

untuk mema,juka,n keseja,htera,a,n umum mela,lui pela,ksa,na,a,n demokra,si 

denga,n perinsip kebersa,ma,a,n, efisien, berkea,dila,n, berkela,njuta,n, 
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berwa,wa,sa,n lingkunga,n, kema,ndiria,n, serta, denga,n menja,ga, 

keseimba,nga,n, kema,jua,n, da,n kesa,tua,n ekonomi na,siona,l. 

Da,la,m persepektif tersebut perda,ga,nga,n na,siona,l Indonesia, 

mencerminka,n sua,tu ra,ngka,ia,n a,ktifita,s perekonomia,n ya,ng 

dila,ksa,na,ka,n untuk mewujudka ,n keseja,htera,a,n umum da,n kea,dila,n. 

Penega,ka,n hukum Sta,nda,risa,si mela,lui SNI ba ,gi ba,ra,ng SNI wa,jib 

terkhusus ba,ra,ng ya,ng mela ,ngga,r ketentua,n pera,tura,n perunda,ng-

unda,nga,n tida,k mengikuti a ,tura,n SNI ma,ka, ditempuh tinda,ka,n denga,n 

bebera,pa, ta,ha,p dia,nta,ra,nya, a,da,la,h seba,ga,i berikut:
32

 

1. Tegura,n a,ta,u peringa,ta,n seca,ra, tertulis. 

2. Tegura,n a,ta,u peringa,ta,n ya,ng kedua, seca,ra, tertulis. 

3. Peninda,ka,n la,ngsung dega,n penyidika,n dila,njutka,n denga,n 

penyidika,n ya,ng bekerja, sa,ma, denga,n piha,k kepolisia,n. 

Da,la,m Pa,sa,l 18 PP No. 102 Ta,hun 2000 juga, menjela,ska,n ba,hwa,:
33

 

1) Pela,ku usa,h dila,ra,ng memproduksi da ,n a,ta,u mengeda,rka,n ba,ra,ng 

a,ta,u ja,sa,, ya,ng tida,k memenuhi da ,n tida,k sesua,i denga,n Sta,nda,r 

Na,siona,l Indonesia, ya,ng tela,h diberla,kuka,n seca,ra, wa,jib. 

2) Pela,ku usa,ha,, ya,ng ba,ra,ng da,n a,ta,u ja,sa,nya, tela,h memperoleh 

sertifika,t produk da,n a,ta,u ta,nda, Sta,nda,r Na,siona,l Indonesia , da,ri 

lemba,ga, sertifika,t produk, dila,ra,ng memproduksi da ,n mengeda,rka,n 

ba,ra,ng da,n a,ta,u ja,sa, ya,ng tida,k memenuhi sya ,ra,t Sta,nda,r Na,siona,l 

Indonesia,. 
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Da,la,m ha,l ini upa,ya, penega,ka,n hukum pun diberla ,kuka,n terha,da,p 

Sta,nda,risa,si ba,ra,ng untuk menda ,pa,tka,n kepa,stia,n hukum. Da,la,m 

perda,ga,nga,nnya, pela,ku usa,ha, juga, ha,rus memperha,tika,n ba,ra,ng-ba,ra,ng 

ya,ng suda,h diwa,jibka,n Sta,nda,r Na,siona,l Indonesia,. Da,la,m Pa,sa,l 24 PP 

No. 102 ta,hun 2000 menega,ska,n ba,hwa, :
34

 

1) Pela,ku usa,ha, ya,ng mela ,kuka,n pela,ngga,ra,n seba,ga,ima,na, ya,ng 

dima,ksud da,la,m Pa,sa,l 18 a,ya,t (1) da,n (2) da,pa,t dikena,ka,n sa,nksi 

a,dministra,tif da,n a,ta,u sa,nksi pida,na,. 

2) Sa,nksi a,dministra,tif seba,ga,ima,na, dima,ksud da,la,m a,ya,t (1) berupa, 

penca,buta,n sertifika,t produk da,n a,ta,u penca,buta,n ha,k pengguna,a,n 

ta,nda, SNI, penca,buta,n izin usa,ha,, da,n a,ta,u pena,rika,n ba,ra,ng da,ri 

pereda,ra,n. 

3) Sa,nksi penca,buta,n sertifika,t produk da,n a,ta,u ha,k pengguna,a,n ta,nda, 

SNI dila,kuka,n oleh lemba ,ga, sertifika,si produk. 

4) Sa,nksi penca,buta,n izin usa ,ha, da,n a,ta,u pena,rika,n ba,ra,ng da,ri 

pereda,ra,n diteta,pka,n oleh insta,nsi teknis ya ,ng berwena,ng da,n a,ta,u 

Pemerinta,h Da,era,h. 

5) Sa,nksi pida,na, seba,ga,ima,na, dima,ksud da,la,m a,ya,t (1) berupa, sa,nksi 

pida,na, sesua,i pera,tura,n perunda,ng-unda,nga,n ya,ng berla,ku. 
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c. Tujua,n Sta,nda,risa,si 

Seca,ra, umum tujua,n sta,nda,rdisa,si seperti ya ,ng dija,ba,rka,n oleh 

Purwa,nggono seba,ga,i berikut:
35

 

1) Kesesua,ia,n untuk pengguna,a,n tertentu 

Kema,mpua,n proses, produk a,ta,u ja,sa, untuk memenuhi keguna ,a,n 

ya,ng diteta ,pka,n da,la,m kondisi spesifik tertentu. Setia,p proses, produk 

a,ta,u ja,sa, dima,ksudka,n untuk da,pa,t memenuhi kebutuha ,n pema,ka,i. 

Sta,nda,r berguna, untuk mengidentifika ,si pa,ra,meter optimum ba ,gi 

kinerja, sua,tu proses, produk a ,ta,u ja,sa, da,n metode untuk eva,lua,si 

pemenuha,n persya,ra,ta,n terka,it. Sta,nda,r da,pa,t pula, mempersya,ra,tka,n 

kondisi pengguna ,a,n proses, produk a ,ta,u ja,sa,, untuk mencega ,h 

terja,dinya, kega,ga,la,n proses, produk a ,ta,u ja,sa, a,kiba,t pema ,ka,ia,n ya,ng 

tida,k tepa,t oleh pengguna , a,ta,u a,kiba,t tida,k dipenuhinya, persya,ra,ta,n 

mutu proses, produk a,ta,u ja,sa,. 

2) Mampu tukar 

Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan 

untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu 

tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling 

dipertukarkan. Contoh: bilah pisau cukur (silet) dari merek berbeda 

dapat digunakan di alat cukur yang sama. 
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3) Pengendalian keanekaragaman 

Salah satu tujuan pengendalian keaneka ragaman adalah untuk 

menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi, “rating”, dan 

cara kerja (practices) untuk mememenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah 

ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih 

produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi produsen akan 

meningkatkan biaya produksi. Contoh: standar ukuran kertas (seri A). 

4) Kompatibilitas 

Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa 

untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk 

memenuhi persyaratan relevan, tanpa menimbulkan interaksi yang 

tidak diinginkan. Contoh: pemrosesan data elektronik, informasi harus 

dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan retrival dalam 

bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh 

berbagai jenis piranti, kode harus distandardisasi. Standardisasi di 

bidang ini mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara 

berbagai piranti atau subsistem dan membuka peluang untuk ekspansi 

fitur dan pertukaran informasi antar berbagai sistem. 

5) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya 

Pencapaian ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan 

meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan 

optimasi pemberdayaan manusia merupakan tujuan penting dari 

standardisasi. Di unit manufaktur misalnya, aspek standardisasi 
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material, komponen dan metode produksi dimanfaatkan untuk 

mengurangi pemborosan dan memungkinkan penerapan produksi 

dengan cara yang lebih baik. Sebagai contoh: konstruksi bangunan 

sipil, pencampuran adukan (semen: pasir: air sesuai standar) dilakukan 

dengan perbandingan yang benar, begitu pula pemakaian besi beton 

untuk beton bertulang sehingga mencapai kekuatan yang 

dipersyaratkan sesuai rekomendasi standar dan pedoman bangunan. 

6) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik 

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar 

komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan 

memspesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa 

produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam 

standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan berbagai 

lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan 

bahasa dapat ditiadakan, setidaknya dikurangi. Contoh: standar 

lambang: tanda lalu lintas; huruf V:volt untuk tegangan, huruf A: 

ampere untuk kuat arus; tanda  atau di pintu kamar kecil di gedung; 

lambang ≥ X; yang berarti besar dari X atau sama dengan X; warna 

lampu lalu lintas: merah berarti berhenti dan berbahaya, kuning berarti 

berhati-hati dan hijau berarti silahkan jalan dan masih banyak contoh-

contoh lain di sekitar kita. 
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7) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan 

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan 

kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm, sarung 

tangan karet; penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna 

atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan persyaratan isolasi 

listrik pada peralatan listrik rumah tangga, desain seterika listrik harus 

sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik dan 

sebagainya. 

8) Pelestarian lingkungan 

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi 

dengan focus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin 

timbul. Contoh: pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan 

material yang sulit mengalami pelapukan (plastik misalnya), 

pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. 

Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan, 

regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu. 

9) Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat 

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, 

konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain 

sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan 

informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan 

merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi. 

10) Mengurangi hambatan perdagangan. 
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Dalam masa globalisasi ini masyarakat international berusaha keras 

untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara 

tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk 

negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan 

standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan 

perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang 

sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), 

sedemikian sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli 

atau konsumen yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa 

yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui. 

d. Manfaat Standarisasi36 

1. Manfaat standarisai bagi konsumen 

a) Memudahkan pemilihan produk bermutu. 

b) Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian. 

c) Pengadaan yang mudah dengan biaya yang murah. 

d) Penyederhanaan pelayanan. 

e) Mengurangi investasi di dalam inventoir. 

f) Dasar untuk berinteraksi. 

g) Mengurangi perselisihan dan kesalahpahaman. 

2. Manfaat standarisasi bagi produsen 

a) Memberikan kemudahan prosedur melalui format siap pakai. 

b) Mengurangi peralatan dan waktu persiapan produksi. 

                                                             
36

 Ibid., h. 20  
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c) Mengurangi persediaan sisa materil komponen dan produk akhir. 

3. Manfaat standarisasi bagi pemasok 

a) Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian. 

b) Pengadaan yang lebih lama. 

c) Mengurangi investasi di dalam inventarian 

d) Penyederhanaan pelayanan. 

e) Pengurangan biaya. 

f) Fasilitasi di dalam perluasan pasar. 

e. Helm 

Menurut KBBI helm adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan 

yang tahan benturan (dipakai oleh tantara, anggota barisan pemadan 

kebakaran, pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian, 

pengendara sepeda motor, dan sebagainya).
37

 Helm sebagai perlindungan 

tambahan pada yang melindungi sebagian kepala yang bergantung pada 

struktur dari benda jatuh atau berkecepatan tinggi.  Adapun jenis-jenis 

helm yang adalah sebagai berikut:
38

 

1. Helm Cetok / Shorty helmet  

Helm ini hanya melindungi bagian atas kepala dengan tingkat 

perlindungan yang sangat minim. Helm ini dirancang agar 

mempermudah penglihatan dan pendengaran penggunanya. Helm ini 

memiliki harga yang murah, mudah dibawah dan disimpan karena 

                                                             
37

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, helm, melalui https://kbbi.web.id/helm, diakses 

pada tanggal 26 Januari 2020. 
38

Pusat Helm SNI, Jenis-Jenis Helm dan Tingkat Keamanannya, melalui 

http://bursahelmciamis.blogspot.com/p/jenis-jenis-helm-dan-tingkat-keamananya.html, diakses 

pada tanggal 26 Januari 2020. 

https://kbbi.web.id/helm
http://bursahelmciamis.blogspot.com/p/jenis-jenis-helm-dan-tingkat-keamananya.html
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bentuk nya yang sederhana. Namun helm ini tidak ada bagian penutup 

telinga sehingga dapat membahayakan pendengaran pengguna karena 

suara–suara yang ditimbulkan ketika berkendara. Helm ini masih 

kurang dalam memberikan perlindungan kepada bagian kepala, karena 

bentuknya yang seperti topi. 

2. Helm Half-face / Open face  

Helm ini tidak hanya melindungi bagian atas namun juga melindungi 

bagian samping (telinga) dan bagian belakang kepala (leher). Helm ini 

dirancang untuk lebih mudah dipakai dan dilepas. Beberapa dari jenis 

helm ini dilengkapi dengan bantalan dari bahan kulit pada bagian 

telinganya. Meskipun telah penutup bagian samping (telinga) akan 

tetapi suara-suara tadi masih tetap masuk ke telinga. Helm ini tidak 

dapat melindungi penggunanya dari hujan, debu, angin, serangga 

bahkan kerikil kecil yang berterbangan dijalan karena helm ini tidak 

dilengkapi dengan kaca pelindung pada bagian depannya.  

3. Helm Flip Up atau Modular  

Helm flip up atau modular merupakan helm hasil perkawinan silang 

dari helm full face dengan helm open face. Bentuknya hampir sama 

seperti helm full face, dilihat dari bentuknya helm ini sekilas mirip 

dengan helm yang menutup seluruh wajah. Bedanya hanya pada 

bagian rahang, helm flip up bisa dibuka keatas. Dengan begitu, 

pengguna helm ini tak akan kesulitan untuk melakukan aktivitas 

makan, minum, merokok atau menjawab telepon selular. Keunggulan 
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lainya helm ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal seperti 

pada helm full face.  

4. Helm Full-fa,ce  

Helm ini merupa ,ka,n helm ya ,ng pa ,ling a ,ma ,n untuk diguna ,ka ,n 

pengenda ,ra , motor. Helm ini da ,pa,t melindungi seluru ba ,gia,n kepa ,la, 

denga ,n sempurna ,. Da,la ,m kondisi huja ,n, debu, a,ngin, sera ,ngga , 

a ,ta ,upun kerikil kecil ya ,ng berterba ,nga ,n dija,la,n, helm ini a ,ma ,n da ,n 

ma ,mpu melindungi da ,ri semua, kondisi tersebut. Pa ,da, sa ,a,t terja,di 

kecela ,ka ,a ,n, helm ini juga , da,pa,t memberika ,n perlindunga ,n da ,ri 

cidera, ya ,ng tida ,k diingingka ,n. Disa ,mping da ,ri kelebiha ,nnya ,, helm 

ini tertutup ra ,pa ,t sehingga , pengguna ,nya , sulit untuk bisa , 

mendenga ,r sua ,ra , sekelilingnya ,. 

f. Sta ,nda ,r Na ,siona ,l Indonesia , Pa ,da , Helm 

Da ,la,m pergera ,ka ,nnya ,, perkemba ,nga ,n helm sa ,nga ,t la,h pesa,t. 

Terobosa ,n demi terobosa ,n terus dila ,nca ,rka ,n pa,da, produsen helm. 

Produsen helm terus terus mela ,kuka,n inova ,si untuk mengha ,silka,n 

helm ya ,ng berkua ,lita,s da ,n a ,ma ,n, ta ,k ketingga ,la ,n sisi teknologi da ,n 

sa ,ins ikut ditera ,pka,n da,la,m perkemba ,nga ,n helm. Fa ,kta , di la,pa,nga ,n 

menca,ta ,t ba,hwa , kecela,ka,a,n teta,p sa,ja, tinggi da ,n menyeba ,bka ,n cidera, 

pa ,da, kepa ,la , pengenda ,ra , bermotor. Tipe kerusa ,ka,n kepa ,la , berupa, 

reta,knya , tempurung kepa ,la,, luka, pa,da, da ,hi a,ta,u wa,ja,h, ba ,gia ,n kepa ,la, 

bela,ka ,ng a ,ta ,u sa ,mping. Disinila ,h helm SNI menja ,la,nka,n fungsinya , 

demi mengura ,ngi tingka ,t cidera , ya ,ng mengena ,i kepa ,la ,. 
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Menumbuhka ,n kesa ,da ,ra ,n ma,sya ,ra ,ka,t mengguna ,ka ,n helm tida ,kla,h 

muda ,h 

A,spek kesela ,ma,ta ,n da,n keseha ,ta ,n pa ,da, wa ,ktu berkenda ,ra, sepeda, 

motor a,da,la ,h kesela ,ma ,ta ,n. A,spek sela ,ma,t meliputi tida,k timbul 

kecela ,ka ,a ,n ya ,ng fa ,ta ,l, timbul kecela ,ka ,a ,n teta,pi dilindungi denga ,n a ,la ,t 

perlengka ,pa,n berkenda ,ra ,. SNI Helm a ,da ,la ,h dokumen ya ,ng diha ,silka ,n 

berisi ketentua ,n da ,n sya ,ra ,t-sya ,ra ,t ya ,ng diteta ,pka ,n a,ga ,r helm tersebut 

memenuhi sta ,nda,r. Tia,p-tia ,p Nega ,ra , mempunya ,i sta ,nda ,r helm ya ,ng 

berbeda, beda, ya ,ng ha ,rus dipenuhi oleh produsen helm ya ,ng ingin 

menjua,l helmnya , di Nega ,ra , tersebut. 

1) Persya ,ra ,ta,n Da ,la ,m SNI Helm 

a. Ma ,teria ,l 

1) Dibua ,t da,ri ba,ha,n ya ,ng kua ,t da ,n buka ,n loga ,m, berta ,ha ,n 

pa ,da, suhu 0-55 dera ,ja,t Celcius da ,n tida ,k terpenga ,ruh oleh 

ra ,dia ,si ultra , violet, ta ,ha ,n da,ri a,kiba,t penga ,ruh bensin, 

minya ,k, sa ,bun, a ,ir, deterjen da ,n pembersih la ,innya ,. 

2) Ba ,ha ,n perlengka ,pa,n helm ha ,rus ta ,ha ,n la ,puk, ta ,ha ,n a ,ir da ,n 

tida,k da ,pa ,t terpenga ,ruh oleh peruba ,ha ,n suhu. 

3) Ba ,ha ,n-ba ,ha ,n ya ,ng bersentuha ,n denga ,n tubuh tida ,k boleh 

terbua,t da ,ri ba,ha ,n a,ng da ,pa,t menyeba ,bka,n irita,si a ,ta ,u 

penya ,kit pa ,da , kulit, da ,n tida ,k mengura ,ngi kekua ,ta,n 

terha,da ,p bentura ,n ma,upun peruba ,ha,n fisik seba ,ga ,i a,kiba,t 
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da ,ri bersentuha ,n la ,ngsung denga ,n keringa ,t, minya ,k da ,n 

lema,k si pema ,ka ,i. 

b. Konstruksi da ,n ukura ,n 

Kontruksi helm terdiri da ,ri tempurung kera ,s denga ,n permuka ,a ,n 

ha ,lus, la ,pisa ,n pereda ,m bentura ,n da,n ta,li pengika ,t keda,gu. 

Tinggi helm sekura ,ng-kura ,ngnya , 114 mm, diukur da ,ri punca ,k 

helm ke bida ,ng uta ,ma , ya ,itu bida ,ng horizonta ,l ya ,ng memula ,i 

luba ,ng telinga , da,n ba,gia ,n ba,wa ,h da ,ri duduka ,n bola, ma ,ta ,. 

Keliling lingka ,ra ,n ba,gia ,n da,la,m helm berkisa ,r a ,nta ,ra , 500-620 

mm. Sya ,ra ,t kinerja , terdiri da ,ri ba,tok, system pena ,ha,n, 

keta,ha ,na ,n bentura,n miring da ,ri pelindung da ,gu.  

c. Pengujia ,n Helm 

Ca ,ra, uji meliputi: 

1) Uji penyera ,pa ,n kejut 

2) Uji penetra ,si 

3) Uji efektifita ,s sistem pena ,ha,n 

4) Uji kekua,ta,n sistem pena ,ha,n denga ,n ta,li pemega ,ng 

5) Uji pergesera ,n ta ,li pemega ,ng 

6) Uji keta,ha,na,n terha ,da ,p kea ,usa,n da,ri ta ,li pemega ,ng 

7) Uji impa ,k miring 

8) Uji pelindung da ,gu  

9) Uji sifa ,t muda,h terba ,ka ,r.39 

                                                             
39

 SNI 1811-2007 Helm Pengenda,ra, Kenda,ra,a,n bermotor roda, dua,. 
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g. Da ,sa ,r Hukum Da ,n Kebija ,ka ,n Pemberla ,kua ,n SNI Helm 

Kewa ,jiba ,n mengguna ,ka ,n helm SNI ba ,gi pengenda ,ra , sepeda , motor 

dia ,tur da,la,m Pa,sa ,l 57 a ,ya ,t 1 jo a ,ya ,t 2 UU No. 22 Ta ,hun 2009 tenta ,ng 

La ,lu Linta ,s da ,n A,ngkuta ,n Ja,la ,n, ya ,ng berbunyi:
40

 

1) Setia,p kenda ,ra,a,n bermotor ya ,ng diopra ,sika,n di ja ,la ,n wa,jib 

dilengka ,pi denga ,n perlengka ,pa ,n kenda,ra ,a,n bermotor. 

2) Perlengka ,pa ,n seba,ga ,imna , dima,ksud pa ,da, a,ya ,t 1 ba,gi sepeda, 

motor berupa , helm SNI. 

Sela ,in itu, Pa ,sa,l 106 a,ya ,t 8 UU No. 22 Ta ,hun 2009 menga ,tur ba ,hwa, 

setia,p ora ,ng ya ,ng mengemudika ,n sepeda , motor da ,n penumpa ,ng 

sepeda , motor wa ,jib mengena ,ka ,n helm ya ,ng memenuhi Sta ,nda ,r 

Na ,siona ,l Indonesia ,.
41

 Ja ,di, berda ,sa,rka,n ketentua ,n di a ,ta,s pengenda ,ra, 

motor ba,ik pengemudi ma ,upun penumpa ,ng diwa ,jibka,n mengguna ,ka ,n 

helm denga ,n Sta ,nda ,r Na,siona ,l Indonesia ,. A,pa ,bila, mela,ngga ,r, 

a ,nca ,ma ,n a,ta,s pela,ngga ,ra ,n tersebut dia ,tur da ,la,m Pa,sa ,l 291 UU No. 22 

Ta ,hun 2009 ya ,ng berbunyi:
42

 

1) Setia,p ora,ng ya ,ng mengemudika ,n sepeda , motor tida ,k mengena ,ka,n 

helm SNI seba ,ga ,ima,na, dima,ksud da ,la,m Pa ,sa ,l 106 a ,ya ,t 8 dipida ,na, 

denga ,n kurunga ,n pa ,ling la ,ma, 1 bula ,n a ,ta ,u denda , pa ,ling ba ,nya ,k 

Rp 250.000.00 (dua , ra,tus lima, puluh ribu rupia ,h). 

                                                             
40

 Unda,ng-Unda,ng No. 22 Ta,hun 2008 Pa,sa,l 57 a,ya,t 1 jo a,ya,t 2 ta,nta,ng La,lu Linta,s 

da,n A,ngkuta,n Ja,la,n. 
41

 Unda,ng-Unda,ng No. 22 Ta,hun 2008 Pa,sa,l 106 a,ya,t 8 
42

 Unda,ng-Unda,ng No. 22 Ta,hun 2008 Pa,sa,l 291 tenta,ng la,lu linta,s da,n a,ngkuta,n 

ja,la,n 
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2) Setia,p ora,ng ya ,ng mengemudika ,n sepeda , motor ya ,ng membia ,rka ,n 

penumpa ,ngnya , tida ,k mengguna ,ka ,n helm seba ,ga ,imna, dima ,ksud 

da ,la ,m Pa,sa ,l 106 a ,ya ,t 8 dipida ,na, denga ,n kurunga ,n pa ,ling la ,ma,  

bula ,n a ,ta,u denda, pa ,ling ba ,nya ,k Rp 250.000.00 (dua , ra ,tus lima , 

puluh ribu rupia ,h). 

A,da ,pun helm denga ,n Sta,nda,r Na,siona ,l Indonesia , sesua,i UU No. 

22 Ta,hun 2009 da ,pa,t diketa ,hui da ,ri a,da ,nya , ta ,nda , SNI pa ,da, helm. 

Ha ,l ini sesua ,i denga ,n ketentua ,n pa,sa ,l 3 huruf b Pera ,tura ,n Mentri 

Perindustria ,n No. 40/M-IND/PER/6/2008 tenta ,ng Pemberla ,kua ,n 

Sta ,nda,r Na ,siona ,l Indonesia , Helm Pengenda ,ra , Kenda ,ra,a,n 

Bermotor Roda , Dua , Seca,ra, Wa ,jib. 

B. Tinjauan Pustaka 

Untuk menunjukan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian 

terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian 

sebelumnya. Contoh dari penelitian tersebut yang mengkaji objek penelitian 

Helm adalah: 

Skripsi yang ditulis olehFebi Amanda yang berjudul “Analisis 

Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) 

Secara Wajib Bagi Pengendara Motor”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, 

Depok, Juni 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan latar 

belakang dan menganalisis kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi 

pengendara kendaraan bermotor roda dua. Persamaan dalam penelitian ini 
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yaitu membahas mengenai pemberlakuan wajib SNI pada helm. 

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini hanya berfokus 

pada kebijakan pemberlakuan SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor 

roda dua, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan hukum Islam 

dan hukum positif terhadap penjualan barang tidak SNI.
43

 

Skripsi yang ditulis oleh Muchamad Agus Maksum yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak 

Ber-SNI Di Kota Semarang” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 

2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan 

hukum terhadap konsumen helm yang tidak ber-SNI dan untuk mengetahui 

bagaimana tanggung jawab produk atas penjualan produk helm yang tidak 

ber-SNI. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas 

mengenai helm yang tidak ber-SNI. Perbedaanya penelitian ini yaitu jika 

penelitian ini hanya berfokus dengan mengenai bagaimana perlindungan 

konsumen terhadap helm tidak ber-SNI, sedangkan penelitian peneliti 

befokus terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli 

helm yang tidak ber-SNI.
44

 

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rozikin dengan judul “Efektivitas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten 

                                                             
43

Skripsi, Febi Amanda, Analisis Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar 

Nasional Indonesia) Secara Wajib Bagi Pengendara Motor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012. 
44

Skripsi, Muchamad Agus Maksum, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap 

Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang, 2017. 
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Enrekang” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, April 20014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 

22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan 

dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang dan untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 

22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan 

dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peraturan untuk 

menggunakan helm standard dan mengunakan Undang-Undang Nomor 22 

tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian ini adalah, jika penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan mengetahui faktor penegakan 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, sedangkan penelitian peneliti 

berfokus pada penjualan helm tidak ber-SNI dalam hukum Islam dan Hukum 

positif. 

Skripsi yang ditulis oleh Sandi Thrisna Manuel Situmeang yang 

berjudul “Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker 

SNI Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional” Fakultas Hukum, Universitas 

Jember, Jember, Mei 2019. Penelitian ini memaparkan bagaimana tanggung 

jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan helm yang tidak 

ber-SNI dan bagaimana upaya penyelesaian serta bagaimana upaya 

pencegahan terhadap peredaran helm tidak ber-SNI. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penjualan helm yang 
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tidak ber-SNI. Persamaan penelitian peneliti yaitu jika penelitian ini berfokus 

terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menangani pengedaran helm tidak 

ber-SNI saja. Sedangkan penelitian peneliti berfosus pada tinjauan hukum 

Islam dan hukum positif terhadap penjualan helm yang tidak ber-SNI.
45

 

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rozikin dengan judul “Efektivitas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten 

Enrekang” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, April 20014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 

22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan 

dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang dan untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 

22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan 

dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peraturan untuk 

menggunakan helm standard dan mengunakan Undang-Undang Nomor 22 

tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian ini adalah, jika penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan mengetahui faktor penegakan 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, sedangkan penelitian peneliti 
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 Skripsi, Sandi Thrisna Manuel Situmeang, Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm 

Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional, Fakultas Hukum, 

Universitas Jember, Jember, mei 2019. 
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berfokus pada penjualan helm tidak ber-SNI dalam hukum Islam dan Hukum 

positif.
46

 

Skripsi yang ditulis olehFebi Amanda yang berjudul “Analisis 

Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) 

Secara Wajib Bagi Pengendara Motor”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, 

Depok, Juni 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan latar 

belakang dan menganalisis kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi 

pengendara kendaraan bermotor roda dua. Persamaan dalam penelitian ini 

yaitu membahas mengenai pemberlakuan wajib SNI pada helm. 

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini hanya berfokus 

pada kebijakan pemberlakuan SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor 

roda dua, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan hukum Islam 

dan hukum positif terhadap penjualan barang tidak SNI. 

Skripsi yang ditulis oleh Sandi Thrisna Manuel Situmeang yang 

berjudul “Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker 

SNI Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional” Fakultas Hukum, Universitas 

Jember, Jember, Mei 2019. Penelitian ini memaparkan bagaimana tanggung 

jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan helm yang tidak 

ber-SNI dan bagaimana upaya penyelesaian serta bagaimana upaya 

pencegahan terhadap peredaran helm tidak ber-SNI. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penjualan helm yang 
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tidak ber-SNI. Persamaan penelitian peneliti yaitu jika penelitian ini berfokus 

terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menangani pengedaran helm tidak 

ber-SNI saja. Sedangkan penelitian peneliti berfosus pada tinjauan hukum 

Islam dan hukum positif terhadap penjualan helm yang tidak ber-SNI. 
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